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ABSTRAK 

Kinerja dalam sebuah organisasi bermakna jawaban dari hasil yang telah dilaksanakan pada 

periode tertentu. Kinerja Pemerintahan Provinsi Aceh dibidang legislasi belum memberikan 

hasil yang baik, Program Legislasi Aceh (Prolega) tahun 2015-2018 yang semulanya telah 

menjadi rancangan Qanun tidak dapat disahkan menjadi Qanun secara keseluruhan, 

menunjukkan bahwa Pemerintahan Provinsi Aceh tidak produktif dalam menghasilkan 

peraturan daerah baru di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-

faktor yang menjadi penghambat legislasi di Provinsi Aceh. Jenis Penelitian ini ialah 

deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. 

Teknik pemeriksaan keabsahan data digunakan triangulasi, ketekunan pengamatan dan 

perpanjangan keikutsertaan. Informan Penelitian ini terdiri dari pemerintah Aceh dan DPRA. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja legislasi Pemerintahan Aceh dipengaruhi oleh 

lingkungan politik yang terjadi antara Pemerintah Aceh dengan DPRA pada setiap 

pembahasan rancangan Qanun yang tidak kunjung menemui kesepakatan bersama untuk 

mengesahkan menjadi Qanun dan lambannya pembahasan rancangan Qanun pada tingkat 

komisi di DPRA sehingga berimbas kepada pembahasan bersama dengan pemerintah Aceh. 

Rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu Pemerintahan Aceh harus mampu menjaga 

kepercayaan rakyat Aceh dengan menunjukkan kinerja yang baik dalam segi pengelolaan 

Pemerintahan serta dengan kelebihan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh semestinya Aceh 

menjadi role model bagi Provinsi lainnya di indonesia. 

Kata Kunci : Kinerja, Legislasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Performance in an organization means answers to the results that have been implemented in 

a certain period. The performance of the Aceh Provincial Government in the field of 

legislation has not produced good results. The Aceh Legislation Program Aceh (Prolega) in 

2015-2018 which was originally a draft Qanun cannot be validated to become a Qanun as a 

whole, indicating that the Provincial Government of Aceh is not productive in producing 

new regional regulations in the Province Aceh. This study aims to analyze the factors that 

hamper legislation in Aceh Province. This type of research is descriptive qualitative, 

collecting data through from observation, documentation and interviews. The data validity 

checking technique is used triangulation, perseverance of observation and extension of 

participation. Informants The study consisted of the Aceh government and the DPRA. The 

results showed that the performance from legislation of  Aceh Government was influenced 

by the political environment that occurred between the Aceh Government and the DPRA in 

each Qanun draft discussion that did not meet with mutual agreement to ratify the Qanun 

and the slow discussion of the Qanun draft at the commission level in the DPRA so that it 

impacted on joint discussions with Aceh government. The recommendations in this study, 

namely the Aceh Government must be able to maintain, Aceh people’s trust  by showing 

good performance in terms of governance management and with the advantages possessed 

by the Aceh Province should Aceh become a role model for other Provinces in Indonesia. 

Keywords: Performance, Legislation  
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